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ABSTRAK

Setiap pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah bertanggungjawab untuk
menyediakan infrastruktur yang handal dan memadai. Namun demikian, upaya
untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan seringkali terkendala dengan
keterbatasan keuangan pemerintah. Mengandalkan secara eksklusif pada sektor
publik (i.e., instansi pemerintah) untuk membiayai kebutuhan infrastruktur akan
menyebabkan kesenjangan besar yang terjadi antara kebutuhan dan pemenuhan
makin melebar. Masalah ini menjadi lebih mengemuka jika dikaitkan dengan
pemerintah daerah. Oleh karena itu, sumber-sumber alternatif pendanaan selain dari
kontribusi sektor publik sangat dibutuhkan, termasuk partisipasi sektor swasta
melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS). Terlepas dari fakta telah
banyak penelitian dilakukan dalam ranah KPS, hanya sedikit, atau bahkan tidak
ada, yang didedikasikan untuk mengkaji potensi sektor publik khususnya
pemerintah daerah dalam mengimplementasikan skema KPS. Tesis ini bertujuan
untuk mengisi kekosongan ini dengan menggunakan Nusa Tenggara Timur sebagai
studi kasus. Tesis ini mengkaji tingkat kesiapan dan kendala dari perspektif publik
terhadap faktor-faktor yang diidentifikasikan, merekomendasikan sektor
infrastruktur potensial untuk KPS, dan menentukan model KPS yang dapat
digunakan. Berdasarkan indeks kepentingan relatif yang diperoleh dari survei
kuesioner kepada responden yang bekerja pada lembaga pemerintah terkait KPS,
tesis ini memperlihatkan adanya tingkat kesiapan yang tinggi terutama dalam aspek
komitmen dan koordinasi kelembagaan, yang mendukung keberhasilan
pelaksanaan KPS. Di sisi lain, ada beberapa kendala untuk imlementasi KPS antara
lain kemampuan keuangan daerah terbatas dan kemampuan masyarakat untuk
membayar tarif kurang mendukung. Tesis ini juga menunjukkan bahwa
infrastruktur transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur pariwisata,
dan infrastruktur air minum, menjadi sektor yang memiliki potensi besar untuk di-
KPS-kan. Model-model KPS yang dapat digunakan adalah model Bangun dan
serah, Bangun-kelola-serah, Bangun-serah-kelola, dan Renovasi-kelola-serah,
dengan skema pengembalian melalui tarif atau pembayaran ketersediaan layanan.
Tesis ini mendiskusikan temuan yang diperoleh dan ditutup dengan keterbatasan
penelitian yang dapat dijadikan bahan bagi penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Kerja sama pemerintah-swasta, Penyediaan infrastruktur, Tingkat
kesiapan, Sektor publik, Indeks kepentingan relatif, Nusa Tengga
Timur.
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ABSTRACT

Every government in both national and local level is responsible for providing
reliable and adequate infrastructure. However, efforts to provide necessary
infratructure provision are often constrained by public fiscal austerity. Relying
exclusively on the public sector i.e. government institutions to finance
infrastructure need would cause the large gap between need and coverage to
further increase. This issue becomes more prevalent when it comes to local
government settings. Therefore, alternative sources other than public-sector
contributions are needed, including those from the participation of the private
sector under the scheme of public-private partnerships (PPPs). Despite the fact that
there has been abundant research in the areas of PPPs, only a few, if not none,
were dedicated to evaluating the readiness of local-specific public sector to
implement this scheme. This thesis aims at addressing this paucity by taking East
Nusa Tenggara as a case study. It assesses the readiness level and constraints from
the public-sector perspective against pre-identified factors, recommends
prospective infrastructure sectors for PPP, and determines the suitable PPP
models. A quetionnare survey towards government officials working for PPP
relevant public institutions was conducted. Based on the relative importance index,
this thesis demonstrates relatively high readiness levels, especially in the aspect of
institutional commitment and coordination, which are essential to support
successful PPP implementation. On the other hand, there are some obstacles to
PPP implementation, including the limited fiscal capacity and low ability to pay
tariffs. It also shows that transportation infrastructure, electricity infrastructure,
tourism infrastructure, and drinking water infrastructure, are among the sectors
that have a great potential for PPP projects. The PPP models that can be used are
Build-Transfer, Build-Operate-Transfer, Build-Ttransfer-Operate, and
Rehabilitate-Operate-Transfer under user-pay or availability payment regime. This
thesis discusses the findings and concludes with limitations that can pave the way
for future research.

Keywords: Public-private partnership, Infrastructure provision, Readiness
level, Public sector, Relative importance index, East Nusa Tenggara
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah untuk
melaksanakannya, namun hal ini bukan berarti bahwa pembangunan
infrastruktur merupakan wewenang mutlak pemerintah. Masyarakat harus
dilibatkan dalam berbagai tahapan pembangunan, mulai dari tahap
perencanaan sampai tahap pelaksanaannya. Untuk itulah, salah satu tujuan
sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
untuk  mendukung  koordinasi  antarpelaku  pembangunan  dan
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah sangat menyadari peran penting infrastruktur tersebut.
Karenanya, dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015—
2019, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas
nasional untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan meningkatkan
produktivitas rakyat. Untuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (2015) menegaskan
dukungan ketersediaan infrastruktur adalah bersifat multidimensi:
infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan konektivitas (Wibowo, 2016).
Saat pembukaan Forum Keuangan Infrastruktur di Jakarta tanggal 25 Juli

2017, Menteri keuangan R1 Sri Mulyani mengatakan bahwa:

“Indonesia harus mengejar ketinggalan untuk membangun fasilitas infrastruktur
karena ekonomi saat ini terus bergerak maju. Namun upaya tersebut tidak bisa
dilakukan dengan cepat karena pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, tapi



kita bisa memanfaatkan skema pendanaan dengan menarik investasi swasta. Oleh
karena itu, partisipasi swasta sangat penting untuk mengatasi tantangan terbatasnya
anggaran pemerintah dalam membangun fasilitas infrastruktur”.

Sebagaimana diketahui bahwa seiring dengan dinamisnya pelaksanaan
otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peluang yang sangat besar
untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dijamin
dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014: (1) dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengadakan
kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan; (2) kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan: a.
pemerintah daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah
daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak swasta
dimungkinkan sepanjang menyangkut pelayanan publik. Pelayanan publik
memiliki karakteristik sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliver Holtman
dalam Asikin (2013) sebagai berikut: (1) umumnya tidak bisa memilih
pelanggan; (2) peran dibatasi oleh undang-undang; (3) politik melembagakan
konflik; (4) akuntabilitas yang kompleks; (5) sangat terbuka untuk keamanan;
(6) tindakan harus dibenarkan; (7) tujuan keluaran sulit diukur.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung merencanakan pengerjaan
berbagai proyek tahun 2016 dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan
Swasta (KPS) senilai lebih kurang Rp60 triliun untuk mewujudkan program
Bandung Juara; di sisi lain kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Bandung tahun 2016 hanya mencapai kisaran Rp6



triliun (Ismowati, 2016). Hal ini menunjukkan percepatan pembangunan Kota
Bandung bisa lebih dari sepuluh kali lebih cepat dibanding hanya
mengandalkan kemampuan APBD. Pengalaman Pemerintah Kota Bandung
ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain untuk mencari
terobosan dan inovasi pembiayaan infrastruktur; salah satunya melalui skema
pembiayaan swasta dengan mekanisme KPS sesuai potensi daerah yang
dimiliki.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi di kawasan
timur Indonesia saat ini masih menjadi daerah tertinggal dalam pembangunan
fasilitas infrastruktur. Hal ini disebabkan terbatasnya keuangan daerah dalam
pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga proses pembangunan
infrastruktur sangat lambat. Diketahui bahwa kemampuan APBD Provinsi
NTT tahun 2018 hanya sebesar Rp4.968.984.219.000,00 (Peraturan Daerah
Provinsi NTT Nomor 5 tahun 2017). Berdasarkan rencana kerja Dinas PU
dan Penataan Ruang Provinsi NTT tahun 2019-2023, untuk jalan provinsi
saja yang masih menyisihkan 37% atau 980,5 Km kondisi belum mantap
dibutuhkan investasi Rp5,5 trilyun untuk mencapai kondisi mantap 100%
pada akhir tahun ke-5, sedangkan kemampuan APBD hanya mampu
mengalokasikan kurang lebih Rp200 milyar saja setiap tahun. Secara
nasional, investasi infrastruktur yang dibutuhkan selama 2015-2019 adalah
Rp5.159 trilyun dan dari jumlah tersebut lebih kurang 50% melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) (Wibowo, 2016). Kondisi
kesenjangan ini merupakan tantangan yang cukup serius dalam menghadapi

tingginya pembiayaan penyediaan infrastruktur.



Untuk mengatasi kesenjangan yang cukup besar tersebut, maka
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk NTT perlu mencari
alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dilakukan
oleh Pemerintah Kota Bandung dengan menerapkan skema KPS; yaitu kerja
sama antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan berbagai jenis
pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas-
fasilitas komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya.

KPS  bercirikan  adanya  pembagian  investasi,  risiko,
pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan sektor
swasta yang menjadi mitranya (Khitam, 2012). Dalam Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 38 tahun 2015 dijelaskan bahwa badan usaha yang
dimaksud dalam Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan
hukum asing, atau koperasi. Dengan demikian, jika ditinjau dari keterlibatan
badan usaha, KPS dapat dikatakan bagian dari KPBU di mana badan usaha
yang terlibat dalam KPS adalah badan usaha swasta.

Namun demikian, isu Kritisnya adalah apakah skema pembiayaan
pembangunan infrastruktur melalui KPS ini dapat diterapkan di NTT? Hal ini
menyangkut potensi yang dimiliki untuk memungkinkan KPS berjalan
dengan baik. Kamus besar bahasa indonesia memberi arti potensi sebagai
kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Untuk
konteks KPS, potensi tersebut menyangkut kesiapan pihak publik dan jenis

infrastruktur yang dapat disediakan. Sejauh ini kajian tentang pelaksanaan



1.2.

1.3.

KPS di daerah masih sangat terbatas, apalagi untuk NTT. Sehubungan dengan
hal tersebut diperlukan kajian konprehensif yang dapat menggambarkan

peluang untuk mengimplementasikan KPS di NTT.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ranah yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah seberapa jauh KPS dapat digunakan sebagai alternatif

pembiayaan penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT. Permasalahan yang

terkait dengan potensi dalam penelitian ini selanjutnya dirumuskan sebagai

berikut:

a. Bagaimana kesiapan sektor publik dalam mengimplementasikan KPS
untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT?

b. Faktor apa saja yang menjadi kendala implementasi KPS untuk
penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT?

c. Jenis infrastruktur apa saja di Provinsi NTT yang berpotensi dapat
disediakan melalui skema KPS?

d. Model KPS apa yang dapat digunakan dalam penyediaan infrastruktur di

Provinsi NTT?

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara terbatas yaitu melalui pendapat atau
pandangan dari pihak pemerintah saja. Hal tersebut dikarenakan pemerintah
daerah yang akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

(PJPK) merupakan pihak pertama yang dinilai paling mengetahui tentang



1.4.

1.5.

kesiapan daerah untuk implementasi KPS di daerah, potensi daerah dan upaya

mengelola kendala-kendala yang ada menjadi potensi.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah:

a.

Untuk menentukan kesiapan sektor publik dalam mengimplementasikan
KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT.

Untuk menemukenali faktor kendala implementasi KPS untuk
penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT.

Untuk mengidentifikasi jenis-jenis infrastruktur di Provinsi NTT yang
berpotensi disediakan melalui skema KPS.

Untuk menentukan model KPS yang dapat digunakan sesuai dengan

karakteristik proyek dan karakteristik daerah provinsi NTT.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a.

Memberi rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya
percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPS.

Memberi informasi bagi para calon investor untuk kepentingan
pengambilan keputusan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam
penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT.

Memperkaya body of literature mengenai KPS dalam penyediaan

infrastruktur daerah.



1.6. Sistematika Penulisan
Sistimatika dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:
BAB |. PENDAHULUAN; berisi tentang latar belakang penelitian,
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan
sistimatikan penulisan.
BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang kajian literatur yang sesuai
dengan topik yang dikaji yakni mengenai konsep dasar infrastruktur (i.e.,
pengertian infrastruktur, karakteristik infrastruktur, investasi infrastruktur,
pembiayaan infrastruktur), konsep dasar KPS (i.e., pengertian KPS,
perkembangan KPS, dukungan pemerintah, skema pembiayaan proyek KPS),
identifikasi dan seleksi proyek KPS, model-model kontrak KPS, manajemen
risiko dalam pelaksanaan KPS (i.e., jenis-jenis risiko, pengelolaan risiko),
peluang daerah untuk melaksanakan KPS, dan penelitian terdahulu yang
relevan. Studi pustaka dilakukan melalui buku-buku, disertasi, tesis, jurnal,
peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang dapat
mendukung proses penelitian ini.
BAB Ill. METODOLOGI PENELITIAN; berisi tentang penjelasan metode
dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari tahapan
penelitian, subjek penelitian yang menunjukkan responden dalam penelitian
ini, pengumpulan data yang diperlukan berupa data primer maupun sekunder,
menyusun variabel penelitian yang nantinya akan digunakan dalam kuesioner
yang akan disebarkan, dan metode pengolahan dan analisis data.
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN; berisi tentang penjelasan

mengenai proses analisis data terhadap data-data yang diperoleh,



menggunakan metode analisis data yang diuraikan dalam Bab I1l. Dari hasil
analisis yang diperoleh, dilakukan pembahasan yang dapat memberi suatu
rumusan kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN; berisi tentang poin-poin utama dari

hasil penelitian dan saran bagi para penerima manfaat dari hasil penelitian ini.
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